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ABSTRAK

Artikel ini merupakan®salah satu bagian dari skripsi“spenulis yang berjudul
Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Adapun yang menjadi permasalahan yaitu Masalah Pendataan, Masalah Koordinas
dan Masalah pembagian tugas. Selain itu, penulis menggunakan model, George C
Edwards 11l (dalam*Agustino, 2006:150) yang mengemukakan bahwa ada empat
faktor yang mempengaruhi efektifitas implementas kebijakan Program BL SMuyaitu:
Komunikasi, Sumber Daya, Disposis Dan Struktur Birokras. Sedangkan metode
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian. deskriptif dengansanalisis data
secara kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini .adalah Kurang Efektifnya Pengintegrasian
Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena masih banyak
masyarakat miskin yang tidak terdaftar penerima BLSM adapun yang_terdaftar
sebanyak 1.164 orang yaitu dilihat dari: Komunikas dalam implementasi program
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang sangat
disayangkan tidak berjalan dengan efektif, efisen dan tidak tepat sasaran.
Kemampuan sumber daya dilihat dari jumlah staf secara umum belum tersedia
dengan maksimal. Kecenderungan sikap implementor dan target group sudah dapat
dikatakan cukup baik, terlihat dari dukungan kepala Kelurahan dan staf-staf beserta
masyarakat di Kelurahan Batu Layang untuk membantu pemerintah pusat dalam
melaksanakan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dengan
efektif dan efisien. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi Kelurahan Batu Layang
sudah cukup jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Rekomendasinya adalah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu
membangun koordimasi. yang bailk dengan menjalin kerjasama. Kelurahan Batu
Layang Kecamatan Pontianak~Utara;=perlu=mengusulkan penambahan anggaran
karena untuk memenuhi semua sumber daya diperlukan anggaran yang cukup dan
penambahan jumlah staf. Selain itu juga, perlu adanya penambahan fasilitas. Sikap
harapan dan dukungan dari pada implementor dan target sasaran perlu ditingkatkan
lagi. Dan Pembagian tugas kepada pihak Kelurahan Batu Layang harus jelas dan
tegas karena Kelurahan Batu Layang memiliki perangkat RT dan RW yang dapat
mel akukan kerjasama pendataan dilapangan.

Kata-kata Kunci: Pengintegrasian, Program, BLSM
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
Kebijakan publik Bantuan

Langsung Sementara Masyarakat

(BLSM) yang

kesgahteraan merupakan bantuan

mendukung

sosial dalam bentuk uang tunai dan
diberikan kepada
masyarakat miskin di Kelurahan Batu

kel ompok
Layang, sebagai=" jaminan bahwa
setigp masyarakat ; miskin  yang
memiliki- pendapatan  minimum
berhak untuk memperoleh bantuan
sosid daam rangka memenuhi
kebutuhan dasarnya.

Upaya yang dilakukan untuk
mengatas masalah kemiskinan akibat

dari’pengaruh kenaikan harga Bahan

Bakar Minyak (BBM) yang
sebelumnya 4.500 per liter menjadi
6.500 " perliter adalah dengan
mengeluarkan  kebijakan—program
Bantuan Langsung Sementara
M asyarakat Miskin (BLSM),
pelaksanaan  kebijakan  tersebut

melibatkan perangkat daerah seperti
Kelurahan, RT dan RW. BLSM ini
merupakan kebijakan Pemerintah
Pusat melalui menteri dalam negeri
yang mengeluarkan instruksi kepada
Walikota  untuk melaksanakan
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program
Kelurahan.
Kelurahan Batu

memiliki 4

BLSM pada tingkat
Layang
bidang pelayanan
pemerintahan  yang menangani
pekerjaan sesuai dengan bidangnya
masing-masing, adapun  bidang-
bidang
adalah sebagal berikut:

a. + Bidang Pemerintahan

b. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

pelayanan  pemerintahan

c. Bidang Ketentraman “Dan
Ketertiban Umum

d. Bidang Ekonomi Dan
Pembangunan
Berdasarkan Instruksi

Mendagri No. 541/3150/SJ tangga 17
Juni 2013 tentang Pelaksanaan
Pembagian Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat:~Program jangka pendek
yang.dilaksanakan pemerintah adalah
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM). Melaui
program ini, pemerintah memberikan
dana tunai secara langsung kepada
rumah tangga miskin dan rentan.
dampak
kenalkan harga akibat penyesuaian
harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Agar terlindungi  dari



PublikA, Jurnal S-1 IlImu Administras Negara VVolume 4 Nomor 1, Edis Maret 2015

BLSM diberikan dalam jangka waktu
empat bulan dengan besaran bantuan
senilai Rp. 150.000/ bulan. Sasaran
program BLSM adalah Rumah
Tangga
ekonomi rendah atau miskin. BLSM

diharapkan mampu membantu untuk

dengan tingkat sosid

mempertahankan daya beli dalam
memenuhi kebutuhan hidup.

permasalahan
pendataan tersebut, « statistik tidak
melakukan koordinas terlebih dahulu
kepada pihak Kelurahan Batu Layang
untuk melakukan

Berdasarkan

pendataan,
melainkan © surat undangan yang
ditujukan kepada penerima kartu
(KPS) sudah

diterima oleh Kelurahan Batu Layang

perlindungan sosia

untuk dibagikan kepada masing=
masing RT dan diteruskan kepada
masyarakat, dengan-demikian pihak
Kelurahan'.Batu Layang tidak dapat
melakukan sesialisasi terlebih dahulu
kepada masyarakat sebagal upaya
memberikan informasi tentang BLSM
sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Akibatnya, terdapat permasalahan
rumah tangga miskin yang terdaftar di
penerima Beras Miskin (Raskin) akan
tetapi tidak terdaftar sebagal penerima

BLSM, hal ini merupakan
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ketidaktepat dalam
mengelompokkan penerima Kartu
Perlindungan Sosia (KPS).
Penyaluran Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) di
Kelurahan Batu Layang kepada 1.164

rumah

Sasaran

tangga penerima Kartu
Perlindungan Sosial (KPS) sebesar
Rp 150.000..per bulan. Penyaluran
BLSM. di Kelurahan Batu Layang
yang diberikan kepada penerima
Kartu " Perlindungan Sosid®. (KPS)
telah disalurkan pada 2 tahap, tahap
pertama di salurkan untuk 2 bulan
sekaligus dengan jumlah Rp 300.000
dan tahap ke dua disalurkan untuk 2
bulan sekaligus dengan jumlah [Rp
300.000, dengan demikian tota
BLSM yang telah
masyarakat pada tahun 2013 ladalah
berjumlah Rp 600.000. Untuk 1.164
rumah tangga penerima KPS yang
sudah diundang pihak ;RT setempat
supaya mengambil Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) ke
kantor pos.

diterima
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Tabd 1.1
Jumlah Penerima Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
Pada Tahun 2013

No | Wilayah Jumlah Penerima
RwW Kartu Perlindungan
Sosial (KPS)
1 RWO1 23
2 |[RWO02 61
3 |RWO03 40
4 | RW 04 75
5 |RWO05 84
6 | RW06 L 53
7 yRwW 07 33
8 | RWO08 36
9 | RWe9 24
10 | RW 10 27
11 | RW 11 50
12/ | RW 12 100
13 | RW 13 103
14 | RW 14 80
15 | RW 15 56
16 | RWil16 60
17 | RW 17 40
18 | RW 18 49
19 | RW 19 60
20 | RW 20 102
Jumlah 1.164

Sumber: Kelurahan Batu Layang, Kecamatan
Pontianak Utara Pada Tahun
2014. Pada Tanggal 29 Januari
2014, Pada Pukul 09:30.
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Pada tabel 1.1
rekapitulasi data yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik sebanyak 1.164
Kartu Perlindungan Sosia (KPS)
yang dibagikan kepada 20 RW
dimasing-masing wilayah Kelurahan

diatas

Batu Layang. Jumlah penerima kartu
KPS terbanyak terdapat di RW 13
yang berjumiah 103 orang dan jumlah
penerima paling “sedikit penerima
kartu KPS Terdapat PadaRW O1.

permasal ahan
diatas, maka mendorong penulis

Berdasarkan

untuk ;" melakukan penélitian yang
masalah

Bantuan

berkaitan dengan
Implementasi  Program
Langsung Sementara Masyarakat

(BLSM).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian Deskriptif dengan
analisis _data-secara Kualitatif, yaitu
suatu jenis penelitian yang bermaksud
menggambarkan  kegadian  atau
temuan-temuan data dan ggaa-gejala
yang terjadi berdasarkan fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya
yang terjadi dilapangan pada saat
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penelitian  dilaksanakan. Adapun
informan kunci dalam penelitian ini
antaralain adalah:
a. Lurah Kelurahan Batu Layang.
b. Kepala Sekss  Pemberdayaan
Masyarakat

c. BPS
d. KetuaRT

Sedangkan Obyek Penelitian
ini adalah Bagaimana Implementasi
Penyaluran +Program, BLSM yang
dilaksanakan oleh™ Pemerintah agar
tepat sasaran. Dilihat dari  aspek

Pendataan, Koordinasi dan
Pembagian Tugas. Peneliti
memfokuskan masal ah pada:

Efektivitas Implementasi Pemberian
Bantuan Langsung Sementara
M asyarakat (BLSM) Kepada
Penerima Tetap Yang Terdaftar di
Kelurahan Batu Layang, Kecamatan
Pontianak Utara.

Teknik dan alat' pengumpulan
data yaitu menggunakan Teknik
Wawancara, Teknik Observas™ Dan
Teknik Dokumentasi.

Teknik anadisis data yaitu
menggunakan Reduksi Data,
Penygjian Data Dan Verifikasi.
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C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut George C. Edwards
1l (ddam Agustino, 2006:150)
mengemukakan bahwa ada empat
faktor yang mempengaruhi efektifitas
implementasi kebijakan yaitu:
a.  Komunikasi (communication)

Komunikasi merupakan salah
satu ‘variabel yang. menentukan
efektivitas implementas “kebijakan.
Komunikasi merupakan saranasuntuk
menyebarluaskan informasi, baik dari
atas ‘kebawah maupun dari bawah
keatas. Untuk menghindari_terjadinya
distorsi informasi yang disampaikan
atasan kebawahan, perlu adanya
Ketepatan waktu dalam penyampaian
informasi, harus jelas is informasi
yang disampaikan, serta memerlukan
ketelittan dan konsistem dalam
menyampaikan informasi .

Terdapat tiga indikator yang
dapat dipakai-ataau digunakan dalam

mengukur  keberhasilan  variabel
komunikasi tersebut yaitu:
1. Transmis
2. Kgelasan
3. Konsistens
5
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b. Sumber Daya (Resources)
Menurut Subarsono (2005:90)
yang mengatakan bahwa kebijakan
sudah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi  apabila
implementor  kekurangan  sumber
daya  untuk mel aksanakannya,
implementasi  tidak akan berjalan
efektif. Sumber daya tersebut dapat
sumber  daya .~ manusia, & yakni
kompetensi_implementor, dan sumber
daya fipansial. Sumber daya adalah
faktor penting untuk implementas
kebijakan agar efektif, karena tanpa
sumber daya, kebijakan hanya tinggal
dikertas. menjadi dokumen sga
Sumber-sumber dalam implementasi
kebijakan
penting, implementasi
kebijakan tidak akan efektif bilamana

sumber daya yang dibutuhkan tidak

memegang  peranan

karena

memadal atau relevan.”Sumber daya
yang dimaksud adalah:

1. Staf

2. Informasi

3. Wewenang

4. Fasilitas.

c. Disposis atau sikap
(disposition or attitudes)
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Subarsono
(2006:91), mengatakan bahwa
disposisi adalah  watak  dan
karakteristik yang dimiliki oleh
seperti
kgujuran sifat demokratis. Apabila

Menurut

implementor, komitmen,
implementor memiliki disposisi yang
baik;. maka akan dapat menjalankan
kebijakan ‘dengan baik seperti apaa
yang & diinginkaan.. olen pembuat
kebijakan.” Ketika
memiliki sikap atau perspektif yang
berbeda dengan pembuat kebijakan,

implementor

maka proses implementasi kebijakan
jugamenjadi tidak efektif.

Kemudian, dalam'hal ini yang
terpenting adalah sikap mendukung
dari para implementor terhadap
implementasi kebijakan. Artinya para
bersedia untuk
mengambil inisiatif dalam  rangka
mel aksanakan — kebijakan,

sangat tergantung pada sgjauh mana

implementor

justru

wewenang yang adapadanya.

d. Struktur

(bureaucratic tructure)

Birokrasi

Subarsono
bahwa
bertugas
kebijakan

M enurut
(2006:92),
Struktur

mengimplementasikan

mengatakan

organisasi
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memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kebijakan.
Salah satu dari aspek struktur yang

implementasi

penting dari setiap organisasi adalah
adanya prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures atau
SOP).

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Penelitian
Program Bantuan Instruksi
Langsung Mendagri No.
Sementara B 541/3150/S
Masyarakat Tentang
(BLSM) Pel aksanaan
Pembagian
Kartu
Perlindungan
Sosid (KPS)
Masalah:

Masalah Implementasi Program
BLSM Dilihat Dari:

a Masalah Pendataan

b. Masaah Koordinasi

¢. Masalah Pembagian Tugas

B

Menurut George C Edwards Il (dalam

Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa

ada empat faktor yang mempengaruhi

efektivitas implementasi kebijakan yaitu:

a.  Komunikasi (Communication)

b. Sumber Daya (Resources)

c. Disposis Atau Sikap (Disposition Or
Attitudes)

d. Struktur
Sructure)

Birokrasi

=L

(Bureaucratic

Program Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) dapat berjalan
dengan efektif dan efisien sehingga tepat
pada sasaran.
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D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Dari pemahaman
implementasi program dan melihat
permasalahan yang ada, berdasarkan
keterangan yang diperolen pada
Kelurahan Batu Layang
Kecamatan Pontianak Utara, Seks
Pemberdayaan - Masyarakat (PM)

merupakan seks yangs:bertugas untuk

Kantor

menyiapkan  bahan  penyusunan
mel aksanakan

pembinaan sosial dan kesgahteraan

program dan

masyarakat guna

kebijakan
Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM). Didadam melaksanakan
implementasi  kebijakan  tersebut
terdapat hal-hal yang menjadi faktor

menunjang

pel aksanaan Bantuan

menghambat dalam mencapai hasi
secara efektif yang meliputi: Masalah
Pendataan, Masalah Koordinasi, Dan
Masalah Pembagian Tugas.

Kelurahan Batu  Layang
merupakan ujung tombak Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
dimiliki Pemerintah Daerah Kota
Pontianak dalam menjalankan tugas
pemberdayaan masyarakat khususnya
dadam  melaksanakan  kebijakan
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Bantuan
Masyarakat

program
Sementara
Dalam

menggunakan

Langsung
(BLSM).
penelitian  ini, peneliti
indikator-indikator
keberhasilan implementas  yang
dikemukakan oleh George C Edwards
[l (dalam Agustino, 2006:150) yang
terdiri dari faktor Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi Atau Sikap,
Dan Struktur Birokrasi.
1. Komunikasi

Terdapat . tiga indikator yang
dapat dipakai ataau digunakan dalam
keberhasilan  variabel

tersebut  yaitu: (9

mengukur
Komunikas
Transmisi, penyaluran komunikasi
yang balk akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik pula
Seringkali yang terjadi dalam

penyaluran  komunikasi  adalaah
adanya sdah pengertian
(misskomunikasi), ha —tersebut

disebagiankan karena komunikasi
telah melalui ™ beberapa tingkatan
birokrasi, sehingga apa  yang
diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
(b) Kegelasan, komunikasi yang
diterima oleh para
kebijakan (street-level-bureuacrats)
haruslah jelas dan tidak

tidek ambigu/

pelaksana

membinggungkan
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mendua). Ketidakjelasan  pesan
kebijakaan tidak elalu menghalangi
implementasi, pada tataran tertentu,
paaraa pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan
kebijakan. Tetapi paada tataran yang
lan hal tersebut justru akan
menyelewengkan  tujuan  yang
hendak dicapai oleh kebijakan yang
telahs ditetapkan. (c) Konsistens,
perintah = yang diberikan dalam
pelaksanaan ~ suatu  komunikasi
haruslah konsisten dan jelas (untuk
ditetapkan atau dijalankan). Karena
jika perintah yang diberikan sering
berubah-ubah, maka dapat
menimbulkan kebinggungan bagi
pel aksana dil apangan.

Ha tersebut tentu sga
menjadi permasalahan balk dari
komunikasi yang dilakukan badan
statistik kepada pihak Kelurahan
Batu Layang untuk berkoordinas
melakukan kerjasama pendataan
Faktor

sangat

masyarakat miskin.

komunikasi menjadi
diperlukan dalam pencapaian tujuan
program tersebut sehingga pihak-
terlibat dapat

melaksanakan tugas dengan sebaik-

pihak yang

baiknya. Selain bentuk komunikasi
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antar pelaksana, dibutuhkan juga
komunikasi antara pihak pelaksana
dengan masyarakat penerima
program selaku target group atau
kelompok sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil
wawancara penulis Kepada Kepala
Lurah Batu Layang Bapak (HF) 48
tahun menyampaikan:

“ia... sebenarnya sosialisasi
ini sangat kita sayangkan tidak
dilibatkan pihak kelurahan ini
langsung oleh pihak statistik. Itu
yang kita sayangkan sebenarnya
kelurahan ini kan punya perangkat
yaitu RT dan RW kan. a.. seharusnya
melalui  kelurahan. Kelurahan itu
nanti di bantu oleh RT dan RW baru
tepat sasaran. A... sampai saat ini
terus terang saya sebagai lurah
sangat menyayangkan hal tersebut
terjadi. Ya itu a.. kalau
kebijakannya dari atas itu adalah
karena tanpa melalui pendataan
yaitu tanpa melalui kelurahan itu
yang sangat kita sesalkan, yang
sangat kita sayangkan sehingga
hambatannya itu ada temuan-
temuan, temuannya itu yang artinya
yang tidak tepat sasaran. A... tidak

tepat sasaran artinya orang yang
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tidak berhak mendapat justru
mendapat, orang yang sangat berhak
mendapat justru tidak mendapat.
Yang mendapat ini justru orang yang
tidak berhak mendapat itu kan
sangat kita sesalkan. Mengapa? Ini
kan sistemnya dari atas a... langsung
dituinjuk dari statistik a... makanya
a... terus terang kebijakan ini a...
memang ini kebijakan pusat tapi
sangat kita sayangkan tidak melalui
kelurahan itu saja”

Hal yang sama juga
disampaikan oleh Bapak (B) selaku
Kepaa Seksi Pemberdayaan
Masyarakat 45 tahun, beliau
menyampaikan:

““sepengetahuan saye
sosialisasinya tidak ade, ini saye
pun kemaren heran, terkgut dalam
arti kami pihak kelurahan langsung
dapat informasi mendapat surat di
kantor pos bahwa ada namanye
balsem ini. A... masalah yang ini,
kami pihak kelurahan melihat surat
dari kantor pos ini kayka-kayak
model bentuk BLT ape geto sgenis
geto. Cuma kame tidak ada
sosialisas itu tidak ada langsung
kantor pos memberitahu bahwa ade

surat kantor pos itu mengenai
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masalah balsem untuk orang-rang
yang tidak mampu. A... untuk
dibagikan kepadenye igtilah itu dag
ade”.

Berdasarkan uaraian diatas

dapat dijelaskan, bahwa
pemberitahuan akan adanya
penyaluran dana program

sebelumnya tidak disosiadisasikan
terlebih dahulu. Melainkan pihak
Kelurahan Batu
disurati oleh pihak Kantor Pos yang

Layang hanya

berisi daftar nama masyarakat yang
terdaftar menerima program Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) untuk mengambil dana
tersebut di Kantor Pos, sehingga
pihak Kelurahan merasa tidak
mengetahui akan adanya program
tersebut dan tidak merasa telah
mendata masyarakat yang berhak
mandapat Kartu Perlindungan Sosial
(KPS). Berdasarkan informasi yang
diperoleh
dilakukan oleh badan pusat statistik
yang menunjuk 4 (empat) orang

ternyata pendataan

sebagai orang Yyang mendata
masyarakat miskin. Hal ini sangat di
sayangkan mengingat  perangkat

kerja Kelurahan yang mempunyai
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RT dan RW
masyarakat miskin tersebut.
2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu

bisa mendata

didukung  sumberdaya manusia
maupun sumberdaya non manusia
Keberhasilan proses implementas
kebijakan
kemampuan memanfaatkan sumber

tergantung dari
daya vyang tersedia Manusia
merupakan sumber daya terpenting
dalam
keberhasilan implementasi. Tahap-
keseluruhan

menuntut

menentukan suatu

tahap tertentu dari
implementasi adanya
sumberdaya manusia yang berkualitas
sesuai pekerjaan yang diisyaratkan
kebijakan yang telah

ditetapkan.

sesual

Selain itu wawancara juga
dilakukan terhadap Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Bapak (B)
45 tahun yang menyampaikan:

“untuk kasi masih kurang staf
a... minimal 1 kasi harus 2 staf, jadi
sekarang 1 kasi ni 1 staf, udah tu...
kadang-kadang SDM nya agik ya...
an.. mnimal 2 lah a.. sedang,
mayoritaskan 1 ni sedangkan kerjaan

numpok™
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Berdasarkan uraian diatas,
dapat disimpulkan bahwa Sumber
daya manusia dilihat dari jumlah staf
yang dimiliki oleh Kelurahan Batu
Layang Kecamatan Pontianak Utara
berjumlah 13 (tiga belas) yang terdiri
dari 1 (satu) Sekretaris memiliki 2
(dua) staf Sekretaris, dan terdapat 4
(empat)
Pemerintahan, Seks Pemberdayaan
Masyarakat, Seksi Ketentraman Dan
Ketertiban Dan  Seksi

Dan Bangunan yang

bidang  yaitu  Seks

Umum
Ekonomi
memiliki masing-masing 1 (satu) staf.
Sedikit banyaknya jumlah staf yang
dimiliki
keberhasilan suatu kebijakan yang

sangat menentukan
akan dilaksanakan maka perlu adanya
penyesuaian  untuk  menyamakan
jumlah staf yang harus dimiliki oleh
masing-masing kepala seksi supaya
dapat melaksanakan togas pokok dan
fungsi dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, jika
implementasi  kebijakan  program
Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) dapat berjalan
efektif dan efisien jumlah staf yang

harus dimiliki olen Kepala Bidang

Bantuan

Pemberdayaan Masyarakat minimal 2

(dua) orang apabila 1 (satu) staf sibuk
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mengerjakan  pekerjaan  lainnya
terdapat 1 (satu) staf cadangan yang
dapat mengerjakan pekerjaan lainnya.
Dan juga staf yang dimiliki masing-
masing kepala seksi minimal harus
sdah sau ada vyang bisa
mengoperasiona kan fasilitas
komputer, sehingga jika dituntut
untuk mengerjakan pekerjaan dengan
menggunakan komputer dapat
berjalaan dengan baik. Mungkin
kelemahan keterampilan inilah yang
berpengaruh

data jika melibatkan kelurahan batu

terhadap pengolahan

layang, namun juga ketidaklibatan
Kelurahan Batu Layang oleh Badan
Pusat Statistik berdampak ketidak
tepat sasaran sehingga diperlukan
kerjasama didalam koordinasi yang
baik.

Fasilitas fisik juga merupakan
faktor penting dalam implementas
kebijakan.

memiliki

Impelementor mungkin
staf yang mencukupi,
mengerti apa yang harus dilakukan,
dan memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa
adanya fasilitas pendukung (sarana
dan prasarana) maka implementas
kebijakan  tersebut tidak akan

berhasil.
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Hasil wawancara yang sama
juga dilakukan terhadap Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Bapak (B)
45 tahun yang menyampaikan:

“kendaraan dinas yang ade 1
itu pun kurang, minimal 2 lah selain
untuk lurah, kasi juga lah. Kalau gag
salah ade penambahan, kalo gag
salah pengajuan kemaren tu 2 kalo
gag salah, 2 yang kite ajukan,
disetujui atau gag kite gag tau. Kan
dari kecamatan penggunaan
anggaran itu. Minimal 1 kas 1
komputer, kadang-kadang kalo mau
make tu berebot jadi kalau kite mau
melayani gimanalah? Gantian lah, itu
1 kas 1
komputer, minimal 1 kas 2 staf.
Banyak

dikerjakan™

jak utama. Minimal

laporan yang  harus

Berdasarkan uraian diatas,
dapat dismpulkan bahwa faktor
pendorong keberhasilan  program
Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) di Kelurahan
Batu Layang Kecamatan Pontianak
Utara adalah ketersediaan fasilitas

yang lengkap guna menunjang

Bantuan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dilapangan. Namun kenyataannya

berdasarkan pengamatan dan
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wawancara yang dilakukan, di
Kelurahan Batu Layang memiliki
fasilitas kendaraan dinas sebanyak 1
(satu) buah yang digunakan Lurah,
dan 2 (dua) buah komputer, 1 (satu)
komputer yang digunakan sekretaris
dan 1 komputer untuk semua bidang
sehingga secara bergantian untuk
menggunakannya.

Selain itu juga rungan Kantor
Lurah yang terbatas terdiri dari
kepala lurah,
Sekretaris Kelurahan, ruangan staf

rungan ruangan
dan ruangan Kkhusus aula untuk
menyimpan perlengkapan dan ruang
tunggu. Sementara itu, staf yang
berjumlah 13 (tiga belas) orang dan
kekurangan 5 (lima) buah kurs dan
mea. Méihat ha tersebut, penulis
merasa Khawatir apabila tidak di
benahi  dan
fasilitasnya akan berdampak terhadap

dilengkapi  semua

kinerja dan keterampilan staf yang

dimiliki Kelurahan Batu Layang,
sehingga implementas  program
Bantuan  Langsung  Masyarakat

(BLSM) akan berjalan tidak efektif
dan €fisen karena Kketerbatasan
fasilitas untuk mendorong dan

memaksimalkan mulai dari pendataan
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dan penyaluran Bantuan Langsung

Sementara Masyarakat (BLSM).
3. Sikap Atau Disposisi
Keberhasilan
Implementasi program
Bantuan Langsung Sementara

Masyarakat (BLSM) tidak hanya
ditentukan oleh Pemerintah Pusat
sebagai penyelenggara dan pihak
Kelurahan sebagal

dilapangan, melainkan dipengaruhi

pelaksana

juga oleh sikap masyarakat selaku
kelompok sasaran atau target group
yang akan menerima kebijakan
Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara

Bantuan

kepada Kepala Lurah Batu Layang
Bapak (HF) 48 tahun yang
menyampaikan:

“ia... kalau kita
membicarakan permasalahannya
justru ada masalah karena banyak
temuan. A... karena dalam hal ini
lurah ni kan selaku kepala wilayah
segala sesuatu apapun yang terjadi
dimasyarakat tu sentralnya tu kan
lurah, sehingga masyarakat langsung
kelurah. A... karene ini kenapa?

Kareneini dari pihak kelurahan tidak
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merasa mendata karena ini sudah
terdaftar dari statistik. A... ini yang
kita sayangkan seharusnya itu tadi
yang saya katakan tidak boleh
sebenarnye. Sstem itu perlu kita
reformas lah sistem seperti itu
libatkan seharusnya pihak kelurahan
untuk pendataan, jadi a... jangan
langsung dari statistik langsung yang
mendata. Sementara kan ada temuan-
temuan seperti ini iakan. Artinya
kalau masalah sosialisas  kita
lakukan, kita juga turut membantu,
kita juga turut pro aktif, pastisipas.
Cuman ya kareneini sudah dari pusat
artinya yang sudah terdaftar mw
diapakan lagi iya kan. Kan itu artinya
satu-satunya jalan dievaluasi, kita
adakan pendataan ulang, kami
mohon kepada pihak pemerintah
pusat khususnya tolonglah hal ini, a...
sistem ini kalau bisa diubah karena
diwilayah kelurahan itu terus terang
punya perangkat yang saya katakaan
tadi RT dan RW. Saya rasa kalau itu
dilibatkan semuanya berjalan lancar,
kalaupun ada temuan-temuan yan...
kalaupun ada itu paling O, sekian

persen ya... minimal™.
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Selain itu,
dilakukan Kepada Kepala Seks
Pemberdayaan Masyarakat Bapak (B)
45 tahun yang menyampaikan:

Wwawancara

“harapan saye ini kalau dapat
kartu balsemini, BLSM ini, ini secara
kontinue, dilakukan
misalkan tahun 2013 tadi sudah
dapat itu tiap bulannye ade misalnya

kontinue

2 bulan dapatnya 300 kan, 4 bulan
dapatnye 6 ratus kan, 1 bulan 150
kalau 2 bulan 300. Jadi ini secara
kontinue jadi setiap tahunnya itu ade,
geto. A... sedangkan orang yang
membutuhkan juga ini  kadang-
kadang sering menanyakan kepada
pihak kelurahan tapi kami ini kan
Cuma  sekedar

informasi dari kantor pos ade, surat

pelaksana begitu

dari kantor pos memberi tahu kepada
pihak kelurahan bahwa tahun ini ada
balsem. Blsm ini keluar, kami
memberitahulah kepada masyarakat
yang berhak menerima sesuai dengan
daftaar tadi. A... kalau harapan saye
ni a... kontinue secara berkelanjutan
jangan sampai disini tahun 2013 stop
a.. 2014 da ada. Kemaren ade 14
orang dah nanyak, kami belum ada ni
sementara informasinya dari kantor

pos belum ade jadi harapan saye ni
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berkontinue jadi setiap tahunnye
ade”.

Berdasarkan hasil wawancara
diatas, menunjukkan terdapat
hambatan dalam program Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) yang dilakukan di Kelurahan
Batu Layang Kecamatan Pontianak
Utara yaitu sikap pihak
penyelenggara seperti  Pemerintah
Pusat tidak melibatkan secara
langsung pihak Kelurahan, akan
tetapi memberikan tugas pendataan
masyarakat miskin kepada Badan
Statistik. Sistem 1 (satu) arah seperti
berpengaruh  dalam
keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Sementara

ini akan

Bantuan
Masnyarakat

Langsung
(BLSM),

diperlukan kerjasama yang baik

diantara kedua belah pihak mengingat

karena

dibutunkan banyak Sumber Daya
Manusia untuk mengontrol dan
kebijakan  tersebut.
Apabila tidak terdapat kerjasama

mengawasi

yang baik antara pihak Kelurahan dan
badan pusat statistik maka data yang
diperoleh akan tidak sesuai yang
diharapkan, dalam kenyataannya ada
beberapa masyarakat yang mengadu
kepada pihak Kelurahan Batu Layang
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yang menanyakan kenapa tidak
terdaftar sebagal penerima  Kartu
Perlindungan Sosia (KPS).

4. Struktur Birokrasi
Struktur
Kelurahan Batu Layang Kecamatan

organisasi di

Pontianak Utara yang melaksanakan
kebijakan
penting pada impelementasi. Salah
satu  dari

mempunyai  pengaruh
aspek-aspek  struktural
paling dasar dari suatu organisasi
adalah
ukuran dasarnya antara Pemerintah
Pusat dan Perangkat Kelurahan Batu

Layang dalam pembagian tugas harus

prosedur-prosedur  kerja

sesuai dengan prosedur, dengan
demikian akan terjalin hubungan
kerjasama antar perangkat daerah
yang ada. Prosedur-prosedur ini
dalam menanggulangi keadaan umum
digunakan dalam organisasi publik.
Dengan menggunakan SOP, para
pel aksana dapat memanfaatkan waktu
yang tersedia. Selain itu, SOP juga
tindakan-tindakan
dalam
Pelaksanaan Implementasi Program

Sementara

menyeragamkan
dari para implementor
Bantuan Langsung

Masyarakat (BLSM).
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Dengan adanya pembagian
tugas, maka diberikan kewenangan
bagi seseorang atau sekelompok
orang untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut. Seiring dengan
pemberian kewenangan dalam rangka
melaksanakan tugas yang dimaksud,
harus disertai tanggung jawab yang
jelas dalam menentukan siapa yang
pantas untuk diberikan wewenang
merupakan suatu kebijakan atasan
ataupun lembaga. Tentunya hal ini
dimaksudkan untuk meminimalisir
penyimpangan dan kekurangan yang
dapat terjadi, sehingga kebijakan
tersebut harus mempunya dasar yang
kuat dan relevan sesuai fakta

Berdasarkan hasil wawancara
kepada Kepala Kelurahan Batu
Layang Bapak (HF) 48 tahun yang
menyampaikan:

“la... kalau pembagian tugas
sih sudah jelas sekali karene masing-
masing seksi tu kan ade bidangnya
sesuai

masing-masing dengan

tupoksi, umpamanya ade kas
pemerintahan itu membidangi
pemerintahan, lalu ade kepala seksi
trantib  yaitu keamanan dan
ketertiban. Itu memang ade
tupoksinye  masing-masing  lalu
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ekbang itu menangani ekonomi dan
bangunan dan ape tupoks lainnye
juga lengkap jadi masing-masing itu
sudah mempunyai tupoksinye masing-
masing lengkap geto. ia... dalam hal
ini kalau lurah itu prosedurnya,
mekanismenya  itu kita  kan
mempunyai atasan langsung Yyaitu
XKPD kita yaitu adalah camat. Jadi
koordinasi lurah itu, a... melanjutkan
ketingkat kita dan seterusnya. la itu”.

Berdasarkan  uraian  hasil
wawancara diatas, dapat disimpulkan
bahwa pembagian tugas di Kelurahan
Batu Layang Kecamatan Pontianak
Utara sudah sangat jelas. Kelurahan
sebagal ujung tombak  untuk
mengatasi permasalahan langsung
dalam masyarakat memegang peranan
penting, Kelurahan Batu Layang
mempunyai Satuan Kerja Perangkat
Daerah SKPD sebagal mekanisme
yang terstruktur supaya kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan baik.
Pembagiaan tugas yang dijalankan
tentunya terstruktur sesual dengan
tingkat atas ketingkat bawah seperti
pemerintah yang diwakili Walikota
meneruskan ke Kecamatan dan ke
K ecamatan melanjutkan ke Kelurahan
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sampai pada akhirnya ketingkat
bawah yaitu RT dan RW.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian

yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
a.+ Komunikasi
Kesimpulan: Komunikasi dalam
implementasi  program Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) di Kelurahan Batu
Layang sangat disayangkan tidak
berjalan dengan efektif, efisien
dan tidak tepat sasaran ha ini
dikarenakan pihak Kelurahan
tidak dilibatkan oleh badan pusat
statistik ~ dalam  melakukan
pendataan masyarakat miskin,
melainkan menunjuk 4 (empat)

orang mitra  kerja  untuk

mel akukan pendataan.
b.” Sumber Daya
Kesimpulan: Kemampuan

sumber daya dilihat dari jumlah
staf secara umum belum tersedia
dengan maksimal. Kemampuan
dan keterampilan staf dalam

mengoperasional komputer juga
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perlu ditingkatkan, ketersediaan
fasilitas yang terbatas menjadi
faktor pendorong keberhasilan
pelaksanaan  kebijakan  dan
pelayanan di Kelurahan Batu
Layang termasuk pendataan
penerima Kartu Perlindungan
Sosid (KPS). Selain itu juga
sumber pendanaan yang perlu
untuk menambah penggunaan
anggaran supaya memaksimalkan
kinerja staf di Kelurahan Batu
Layang Kecamatan Pontianak
Utara.

c. Sikap Atau Disposis

Kesimpulan: K ecenderungan
sikap implementor dan target
group sudah dapat dikatakan
cukup bak, terlihat dari
dukungan kepala Kelurahan dan
staf-staf beserta masyarakat di
Kelurahan Batu Layang untuk
membantu  pemerintah  pusat
dalam melaksanakan penyaluran
dana Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat dengan
efektif dan efisien.

d. Struktur Birokras
Kesimpulan: Pembagian tugas

dalam struktur birokras

I'YANSEP, NIM. E21110050
Program Sudi 1lmu Administrasi FISP Untan

http://jurmafis.untan.ac.id

Kelurahan Batu Layang sudah
cukup jelas sesua dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-
masing, akan tetapi tidak adanya
kerjasama yang baik antara pihak
Kelurahan Batu Layang dengan
badan pusat satistik dalam
pembagian tugas pendataan,
menjadi hambatan untuk
menentukan kelompok sasaran
penerima Kartu Perlindungan
Sosial (KPS).
2. Saran
Adapun saran-saran” yang dapat
peneliti  kemukakan  sebagai
masukan untuk lebih
meningkatkan mutu dan manfaat
penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a._Keurahan Batu Layang
Kecamatan Pontianak Utara,
perlu-membangun . koordinasi
yang baik dengan menjalin
kerjasama diantara Pemerintah
Pusat, Pusat Badan Statistik,
pihak Kelurahan dan
Masyarakat sebagai target
group. Dengan demikian,
kebutuhan dan  keinginan
masyarakat Batu Layang akan
terpenuhi dan tujuan kebijakan
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dapat berjalan dengan efektif,
efisen dan dapat tepat
sasaran.

. Kelurahan Batu Layang
Kecamatan Pontianak Utara,
perlu mengusulkan
penambahan anggaran karena
untuk  memenuhi  semua
sumber  daya.~ diperlukan
anggaran yang cukup.
Penambahan « jumlah  staf,
bukan hanya dari segi jumlah
melainkan kualitas yang harus
dimiliki sesuai dengan
tuntutan tugas pokok " dan
fungsi. Selain itu juga, perlu
adanya penambahan fasilitas
seperti kendaraan  dinas,
komputer, kurs dan mega
apabila keseluruhan sumber
daya dipenuhi akan
berpengaruh terhadap- kinerja
yang efektif dan‘efisen.
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c. Sikap harapan dan dukungan

dari pada implementor dan
target sasaran perlu
ditingkatkan lagi. Supaya
respon mereka dapat
mendorong pel aksanaan
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM).

. Saran.. Pembagian  tugas

kepada pihak Kelurahan Batu
Layang harus jelas dan tegas
karena  Kelurahan Batu
Layang memiliki perangkat
RT dan RW.fyang dapat
melakukan kerjasama
pendataan dilapangan.
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